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Pengendalian Intern dan
Pemberantasan Korupsi

Oleh: li Baihagi Mustafa *)

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 56
ayat (4), yang kemudian diatur dalam Pasal 25
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
tentang Pelaporan K euangan dan Kinerjalnstans
Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga,
Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Satuan
KerjaPerangkat Daerah selaku PenggunaAng-
garan/Pengguna Barang dalam menyampaikan
pertanggungjawaban berupalaporan keuangan,
harusdisertai dengan pernyataan tanggung jawab.
Pernyataan tanggung jawab tersebut selain harus
menyatakan bahwalaporan keuanganituisinya
telah menygjikaninformas pelaksanaan anggaran
dan posisi keuangan secaralayak sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan, juga harus
menyatakan bahwa laporan keuangan telah
disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai.

Pernyataan tanggung jawab bahwalaporan
keuangan telah disusun berdasarkan sistem pe-
ngendalian intern yang memadai, berarti pemberi
pernyataan (Menteri/Pimpinan Lembaga,
Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Satuan
KerjaPerangkat Daerah selaku PenggunaAnggar-
an/Pengguna Barang) memberikan keyakinan
yang memadai kepada pengguna laporan ke-
uangan tentang (1) keandal an pel aporan keuang-
an, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3)
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku.

Pernyatan tersebut memiliki makna dan
tanggung jawab yang besar bagi pemberi per-
nyataan, terutama dalam hubungannya men-
dukung upaya pemerintah memberantas berbagai
bentuk korupsi. Betulkah adaketerkaitan antara
pengendalian intern dengan korupsi?

B erdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Pengendalian Intern atau Pengendalian
Manajemen

Dalam sektor swasta, pengendalian intern
(internal control) padaawalnyalebih menekan-
kan kepada pengendalian akuntansi keuangan,
untuk memberikan keyakinan yang memadai ten-
tang keandal an pel aporan keuangan. Dalam sektor

publik, sistem pengendalianitu diperlukan tidak
hanya untuk pengendalian dalam akuntansi
keuangan, tetapi jugauntuk memberikanjaminan
dilaksanakannyastrategi organisasi secaraefektif
dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat
dicapai. Oleh karena itu dalam sektor publik,
sistem pengendalian dalam suatu organisasi lebih
dikenal dengan pengendalian manajemen
(management control).

Menurut General Accounting Office (GAO)
dalam* Comprehensive Audit Manual” (seperti
dikutip Sawyer, 1988:100) pengendalian mana-
jemen adalah beberapa cara atau alat yang
digunakan oleh manajemen dalam mel aksanakan
fungsi pengendalian dalam mencapai tujuan enti-
tas, yaitu (1) organisasi, (2) kebijakan-kebijakan
(policies), (3) prosedur-prosedur, (4) pegawal,
(5) akuntansi, (6) anggaran, (7) pelaporan, dan
(8) reviuintern (internal review).

Pengendalian manajemen menurut Mardias-
mo (2004:45) adal ah untuk memberikan jaminan
dilaksanakannyastrategi organisasi secaraefektif
dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat
dicapai. Pengendalian mangjemen meliputi bebe-
rapaaktivitas, yaitu: (1) perencanaan, (2) koordi-
nasi antar berbagai bagian dalam organisasi, (3)
komunikas informasi, (4) pengambilan kepu-
tusan, (5) memotivasi orang-orang dalam orga-
nisasi agar berprilaku sesuai dengan tujuan orga-
nisas, (6) pengendalian, dan (7) penilaiankinerja.

Suatu audit atas laporan keuangan perusa-
haan akan mendasarkan kepada hasil evaluas
pengendalian intern. Didorong oleh terjadinya
berbagai kegagalan audit pada perusahaan-
perusahaan di Amerika Serikat terutama yang
sudah go public, makapengendalianintern dalam
sektor swastayang semulamenekankan kepada
pengendalian akuntansi keuangan, kemudian
berkembang ke arah pengertian pengendalian
intern yang lebih luas.

Dalam usaha mengembangkan pengertian
pengendalianinternitu, lahirlah suatu grup studi
dari berbagai organisasi profesi akuntansi dan
audit di Amerika Serikat yaitu American Ingtitute
of Certified Public Accountants (AICPA), Ame-
rican Accounting Association (AAA), The
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Institute of Internal Auditors(I1A), Institute
of Management Accountants (IMA), dan
Financial ExecutivesInstitute (FEI), yang dikenal
dengan The Committee of Sponsoring
Organizations (COSO) of the Treadway
Commission. Grup studi yang populer dengan
nama COSO ini, pada September 1992
menyampaikan laporan dengan judul “ Internal
Control — Integrated Framework” .

Dalam laporan itu COSO memberikan suatu
kerangkakerjapengendalian intern umum yang
didesain untuk memuaskan kebutuhan semua
kelompok yang berhubungan dengan pengen-
dalian intern, yaitu manajemen entitas, auditor
ekstern dan intern, manajemen keuangan, akun-
tan manajemen, serta pemegang otoritas (pasar
modal). Tujuan pengendalian intern menjadi luas,
mencakup tidak hanya untuk menjamin kean-
dalan pelaporan keuangan, tetapi juga untuk
efektivitasdan efisiens operasi, sertakepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Lengkapnya rumusan pengendalian intern
menurut COSO (COS0,1992:9) adalah

“Internal control isprocess, effected by an
entity’s board of directors, management and
other personnel, designed to providereasonable
assurance regarding the achievement of
objectivesin following categories:

e  Effectivenessand efficiency of operations.

e Rdiahility of financial reporting.

e Compliance with applicable laws and
regulations.”

Dengan adanyadefinisi pengendalianintern
yang lebih luas dari COSO itu, maka secara
fundamental terdapat titik temu antara pengen-
dalianinternyang selamaini berkembang dalam
sektor swasta, dengan pengendalian manajemen
yang terutama berkembang dalam sektor publik.
Menurut GAO apabila pengendalian intern itu
merupakan bagian integral dari sistem yang
digunakan oleh manajemen yang tidak terbatas
pada aspek keuangan saja, maka pengendalian
internitu memiliki pengertian yang samadengan
pengendalian managjemen (GAO, 1990:9).

“The ultimate responsibility for good
internal controlsrestswith management. Internal
controlsshould not belooked upon as seperate,
specialized systemswithin an agency. Rather, they
should berecognized asan integral part of each
system that management uses to regulate and
guiditsoperations. Inthissense, internal controls
are management controls.”

Di Amerika Serikat, konsep-konsep COSO
mengenai pengendalianinternini telah diadopsi
oleh banyak organisasi swasta, dan banyak
entitas pemerintahan (Tunggal, 2000:29). Demi-
kian pulahal ini terjadi di Indonesia. Ikatan Akun-
tan Indonesia(1Al) mengadopsi definisi pengen-

dalian intern dari COSO, seperti dinyatakan
dalam PSA No. 69 (1A1,2001:319.2), yaitu:
" Pengendalian intern adal ah suatu proses—yang
dijaankan oleh dewan komisaris, mangjemen, dan
personil lain entitas—yang didesain untuk mem-
berikan keyakinan memadai tentang pencapaian
tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan
pelaporan keuangan, (b) efektivitasdan efisiens
operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.”

Pemerintah Rl melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 59/ PMK .06 / 2005, tanggal
20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan K euangan Pemerintah Pusat, dengan
sedikit penyesuaian dalam susunan tujuannya,
jugamengadops definis pengenddianintern dari
COSO. Dalam Peraturan Menteri Keuanganitu,
pengendalian intern didefinisikan dengan “ suatu
proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang
diciptakan untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam pencapaian efektivitas, efisend,
ketaatan terhadap peraturan perundang-undang-
anyang berlaku, dan keandalan penyajianlaporan
keuangan pemerintah”. Dengan demikian baik
sektor swasta maupun sektor pemerintah di
Indonesia, mengadopsi pengertian pengendalian
intern menurut COSO.

Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian intern sebagaimanadidefinisi-
kan oleh COSO, terdiri ataslimakomponen yang
saling terkait, yaitu:

a Lingkungan pengendalian (control envi-
ronment)

b. Penaksiran risiko (risk assessment)

c. Aktivitaspengendalian (control activities)

d. Informasi dankomunikasi (informationand
communication)

e, Pemantauan (monitoring).

Komponen pertama, lingkungan pengen-
dalian adal ah tindakan, kebijakan, dan prosedur
yang merefleksikan seluruh sikap top mana-
jemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas
tentang pentingnya pengendalian dalam suatu

entitas, yang mencakup

a Integritasdannilai etika(integrity and ethical
values);

b.  Komitmen terhadap kompetensi (commit-
ment to competence);

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite
audit (Board of Directorsor Audit Commi-
ttee participation);

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
(management’s philosophy and operating
style);

e Struktur organisasi (organizational
structure);

f.  Pemberian otoritas dan tanggung jawab
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(assigment of authority and responsibility);
g Kebijakan dan praktik sumber dayamanusia

(human resource policies and practices).

Komponen kedua penaksiran risiko dalam
sistem pengendalian intern adalah usaha mana-
jemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis
risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan.

Komponen ketiga, aktivitas pengendalian
adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun
oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan
keuangan yang obyektif. Aktivitas pengendalian
dapat digolongkan dalam pemisahan tugasyang
memadai, otorisasi yang tepat atastransaksi dan
aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan
yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan
fisik, sertapemeriksaan independen ataskinerja.

Komponen keempat informasi dan komuni-
kasi dalam pengendalian intern adalah metode
yang dipergunakan untuk mengidentifikasi,
mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan
melaporkan semuatransaksi entitas, sertauntuk
memelihara akuntabilitas yang berhubungan
dengan aset. Transaksi-transaksi harus me-
muaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan,
ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam
posting dan mengikhtisarkan.

Komponen kelima pemantauan kegiatan
pengendalian intern secara periodik harus
dipantau oleh manajemen. Pemantauan melipuiti
penilaian ataskuditaskinerjapengenddianintern

Lingkungan Pengendalian Sebagai Fondasi

Artikel H

untuk menentukan apakah operasi pengendalian
memerlukan modifikasi atau perbaikan.

Fondasi Pengendalian Intern

Kerangka pengendalian intern menurut
COSO tidak hanyamempertimbangkan penilaian
atas pengendalian keras (hard controls) seperti
pemisahan tugas, pengawasan asset, sistem
pencatatan dan pemantauan kegiatan, tetapi juga
mempertimbangkan pengendalian lunak (soft
controls) seperti integritas dan nilai etis, komit-
men terhadap kompetensi, sertafilosofi dan gaya
operas mangemen. COSO menekankan pengen-
dalian intern kepada penyebab akar yang
sistemik (systemic root causes), berfokus pada
pelanggan (customer -focused), dan berorientasi
pada hasil (outcome oriented).

Pengendalian intern tidak mungkin efektif
melalui keempat komponen (penaksiran risiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan komuni-
kasi serta pemantauan), tanpa lingkungan
pengendalian yang efektif. Menurut COSO,
lingkungan pengendalian merupakan fondasi
bangunan sistem pengendalianintern. Begitu juga
menurut Larry F. Konrath (dalam Auditing,
Concept and Applications, a Risk Analyses
Approach, 1999:208), lingkungan pengendaian
sebagai fondasi seperti diilustrasikannyadalam
Gambar 1.

Seperti halnya COSO dan Konrath, Arens
jugasependapat tentang lingkungan pengendalian
merupakan faktor utama pengendalian intern.

b ¢

MONITORING
(ongoing)

RISK ASSESMENT

CONTROL ACTIVITIES

Infrastructuren

INFORMATION AND
COMMUNICATION

CONTROL ENVIRONMENT
(foundation)

Gambar 1
Sumber: Larry F. Konrath, (1999: 208)
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Menurut Arens, lingkungan pengendalian
adalah payung yang memayungi keempat
komponen pengendalian intern lainnya (Arrens,
1997:294), seperti dapat dilihat dalam Gambar
2.

Perumpamaan lingkungan pengendalian
sebagai fondasi dari pengendalian intern oleh
COSO dan Konrath, sertaperumpamaan sebagai
payung oleh Arens, tentunya bukan tanpa
makna. Lihat ssja Gambar 1 dari Konrath yang
mirip “bangunan rumah”, tentunyarumah akan
cepat roboh, apabila fondasinya tidak kuat.
Begitu juga perumpamaan lingkungan pengenda
lianintern oleh Arensdalam Gambar 2“payung”.
Tanpa payung tidak dapat berlindung dari terik
matahari, atau dari guyuran hujan apabilaterjadi
perubahan cuaca.

Lingkungan Pengendalian sebagai Payung

Pengendalian Intern dan Kecurangan
Adakah hubungan pengendalian intern
dengan korupsi?Hasil survai yang dilakukan oleh
KPMG dalam “ KPMG, 1998 Fraud Survey”,
(New York: KPMG1998, sebagaimana dikutip
Tunggal, 2000:103) menunjukkan, bahwa dari
jawaban responden lemahnya pengendalian
intern merupakan penyebab tertinggi terjadinya
kecurangan (fraud). Kemudian disusul oleh
manajemen yang mengabaikan pengendalian
intern. Lengkapnya urutan penyebab terjadinya
kecurangan berdasarkan jawaban responden
sebagai berikut:
a Lemahnyapengendalianintern;
b. Manajemen mengabaikan pengendalian
intern;
c. Kolus di antara para pegawal dan pihak

ketige;
d. Kolusi di antara para pegawai, atau
mangemen;
e, Kurangnya pengendalian terhadap
manajemen oleh komisaris,
f.  Lemah atau tidak adanya kebijakan etika
korporasi.
Untuk jelasnya hasil survai KPMG yang
dilaksanakan tahun 1994 dan tahun 1998 dapat
dilihat dari Gambar 3.

Membangun Akhlak

Hasil survai oleh KPMG itu dengan jelas
menunjukkan, keterkaitan antara pengendalian
intern dengan kecurangan. Menurut hasil survai
lemahnya pengendalianintern merupakan penye-
bab utama terjadinya kecurangan. Berikutnya
kecurangan terjadi karenamanajemen mengabai-
kan pengendalian intern, dan bagaimana pun
baiknyapengendalianintern, kalau terjadi kolusi,
maka semua pertahanan dan pencegahan akan
jebol, dan kecurangan akan tetap terjadi. Kolusi
bisaterjadi di antarapegawai, di antarapimpinan,
di antarapegawai dengan pimpinan, dan diantara
pimpinan dan atau para pegawai dengan pihak
ketigaseperti dengan pararekanan. Kecurangan
adalah unsur utama perbuatan korupsi. Usaha
untuk meningkatkan dan membangun sistem
pengendalian intern, merupakan sal ah satu upaya
dalam mencegah terjadinya kecurangan atau
korupsi. Oleh karenaitu, Undang-undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dalam Pasal 58, dengan sangat tepat mengamanat-
kan kepada Presiden RI selaku Kepala Peme-
rintahan, agar mengatur dan menyelenggarakan
sistem pengendalian intern di lingkungan
pemerintahan secaramenyel uruh, untuk mening-
katkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas

Lingkungan Pengendalian

Informasi dan

. Pemantauan
Komunikasi

Penaksiran Aktivitas
Resiko Pengendalian
Gambar 2

Sumber: Alvin A. Arens, (1997:294)
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pengel olaan keuangan negara.

Dalam sistem pengendalian intern selain
pengendalian keras (hard controls), perlu diper-
hatikan pengendalian lunak (soft controls),
seperti lingkungan pengendalian sebagai fondasi
pengendalian intern. Sebab bagaimana pun
baiknya manajemen mel akukan sistem pengen-
dalian dalam penaksiranrisiko, aktivitas pengen-
dalian, informasi dan komunikasi, sertapeman-
tauan, namun apabila fondasi sumber daya
manusianya sebagal pelaksana dari sistem itu
tidak memiliki integritas, nila etika, moral, dan
akhlak, maka pengendalian intern tidak akan
berfungsi dengan efektif untuk mencegah terjadi-
nya kecurangan atau korupsi. Ibarat bangunan
rumah, fondasi yang tidak kuat, akan mengaki-
batkan bangunan tidak kuat pula, yang pada
akhirnya bangunan itu akan mudah runtuh bila
diterpa angin kencang atau badai. Oleh karena
itu, dalam membangun sistem pengendalian
intern, sudah seharusnya memperhatikan juga
pembangunan integritas, nilai etika, dan moral

Penyebab Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Artikel |

sumber dayamanusiapel aksananya. Dengan kata
lain, membangun akhlak sumber daya manusia
merupakan bagian integral dalam kerangka

membangun sistem pengendalianintern.
*) Penulis adalah anggota Komite Audit di salah
satu BUMN.
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